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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Ringkasan 

1. Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Pajak Daerah 

 Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsungdan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

3. Pengertian Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2011 

bahwa pengertian pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame, sedangkan reklamesendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau 

badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau 

dinikmati oleh umum. 

4. Tarif Pajak Reklame Kota Semarang 

Tarif pajak reklame pada kota semarang sebesar 25% 

5. Pajak reklame dihitung berdasarkan Nilai Strategis Reklame (NSR) 

jenis reklame dan kawasan lokasi penempatan reklame dikalikan 
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dengan tarif pajak kemudian dikalikan dengan panjang, lebar, luas atau 

masa penyelenggaraan reklame yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Pajak terutang = (Tarif pajak x Nilai strategis 

reklame) x (Panjang,Lebar,Luas 

atau Masapenyelenggaraan 

reklame) 

 

6. Pemungutan Pajak Reklame di Kota Semarang 

a. Pengukuhan Wajib Pajak 

b. Pendaftaran dan PendataanWajib Pajak Reklame 

c. Penetapan Pajak Pembayaran Pajak Reklame 

d. Penagihan Pajak Reklame 

7. Pemeriksaan Pajak Reklame 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

8. Kendala dan Upaya Penyelesaian Pemungutan Pajak Reklame 

Kendala yang dihadapi saat pemungutan Pajak Reklame 

diantaranya: 

a.  Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak, serta Surat 

pemberitahuan tidak pernah diindahkan oleh Wajib Pajak. 

b.  Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.  

c.  Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan – 

tunggakan pajak. 
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d.  DPKAD Kota Semarang kekurangan petugas dalam melakukan 

pemungutan. 

Upaya penyelesain yang dilakukan untuk mengurangi masalah 

dalam pemungutan pajak reklame:  

a. Melakukan sosialisasi kepada penyelenggara reklame di Kota 

Semarang  tentang tata cara pemungutan pajak reklame. 

b. Menambah jumlah petugas dalam melakukan pemungutan 

pajak reklame.  

c. Melakukan koordinasi untuk pemungutan sehingga para 

petugas pemungut mengatur waktu terjadwal agar proses 

pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan optimal. 

d. Melakukan serta meningkatkan fungsi pengawasan secara rutin 

kepada wajib pajak. 

 

4.2 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dalam materi yang telah disampaikan 

tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pemungutan pajak reklame merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

dimulai dari pendataan objek dan wajib pajak, penentuan besarnya 

pajak terutang dan penagihan kepada wajib pajak serta penyetorannya. 

2. Dalam tahap awal melakukan pemungutan pajak wajib pajak harus 

melaporkan usahanya setelah izin usahanya diperoleh untuk 

dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD). 

3. Wajib pajak melakukan pendaftaran dan pendataan dengan mengisi 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian 

disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan pajaknya. 

4. Proses perhitungan dan penetapan pajak reklame pihak DPKAD 

menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak. 

5. Pembayaran pajak reklame dapat dilakukan melalui kas daerah atau 

tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

6. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak akan menerima 

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

7. Bila dilihat dari tanggung jawabnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Semarang melakukan Mekanisme Pengenaan dan 

Pemungutan Pajak Reklame sudah maksimal.  

8. Adapun masalah yang dihadapi oleh DPKAD Kota Semarang yaitu 

tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi 

kewajibanya membayar pajak, rendahnya kesadaran masyarakat umum 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh 

minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran 

pajak dan kurangnya petugas DPKAD dalam pemungutan Pajak 

Reklame akan tetapi DPKAD selalu terus mengurangi masalah-

masalah tersebut dengan cara melakukan sosialisasi kepada 

penyelenggara reklame, menambah petugas pemungut pajak reklame, 

melakukan koordinasi untuk petugas pemungut pajak reklame, serta 

meningkatkan dan melakukan fungsi pengawasan secara rutin. 
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